
FAQ terkait Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses 
Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh 
Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu 
Nomor: S-247/MK.07/2020)



Q #1: Apa saja bidang pada DAK Fisik TA 2020 yang dihentikan proses pengadaan 
barang/jasanya?
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• Seluruh bidang DAK Fisik kecuali Bidang Kesehatan KB dan Bidang Pendidikan. 
• Untuk subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada 

Bidang Pendidikan juga termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya.

Q #2: Apakah Subbidang Keluarga Berencana pada Bidang Kesehatan dan Keluarga 
Berencana termasuk yang diberhentikan proses pengadaannya?

• Subbidang Keluarga Berencana tidak termasuk yang diberhentikan proses 
pengadaannya.
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Q #3: Apa faktor yang menjadi pertimbangan penghentian proses pengadaan barang/ 
jasa tersebut?

Pertimbangan penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA 2020, antara lain:
1. Dibutuhkannya konsentrasi dan pendanaan besar pada bidang Kesehatan, sehingga belanja

di bidang lain perlu dialihkan dan difokuskan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19;
2. COVID-19 berdampak pada penurunan ekonomi dan penerimaan negara, sehingga perlu

dilakukan penghematan pada beberapa jenis belanja.

• Penghentian Proses PengadaanBarang/ Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020
diberlakukan untuk bidang selain bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan

• Penghentian dilakukan pada seluruh jenis dan tahapan proses pengadaan barang/jasa yang
dilakukan, baik melalui Penyedia maupun Swakelola, baik kegiatan konstruksi maupun kegiatan
lainnya.

Q #4: Kebijakan penghentian pengadaan barang/jasa tersebut diberlakukan untuk jenis
pengadaan apa saja?
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Q #5: Kapan daerah menghentikan proses PBJ untuk kegiatan bersumber dari DAK Fisik 
selain bidang Kesehatan dan Pendidikan?

• Penghentian proses Pengadaan Barang/Jasa untuk DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan 
terhitung mulai ditetapkannya surat  Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 yaitu pada tanggal 27 
Maret 2020.

• Namun demikian, bagi kontrak yang telah ditandatangani paling lambat tanggal 27 Maret 2020 dan telah 
diinput dalam aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 28 Maret 2020, maka pelaksanaan kegiatan 
fisiknya akan dilakukan penyaluran sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

Q #6: Apa yang harus dilakukan Pemda apabila telah melakukan kontrak terhadap 
kegiatan DAK Fisik TA 2020 sehingga penyaluran dapat dilaksanakan?

• Terhadap kontrak-kontrak yang telah ditandatangani sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, maka 
diberikan waktu untuk dilakukan penginputan pada aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara) 

• Batas waktu penginputan kedalam OMSPAN adalah tanggal 28 Maret 2020 pukul 16.00 WIB;
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Q #7: Apakah Pemerintah memberikan dispensasi atas kebijakan penyampaian data 
kontrak per 27 Maret 2020 untuk bidang-bidang selain pendidikan dan
kesehatan?

• Pemerintah tidak memberikan dispensasi terhadap pemenuhan dokumen kontrak, yaitu kontrak
paling lambat telah ditandatangani 27 Maret 2020 dan telah diinput dalam OMSPAN paling lambat 28
Maret 2020;

• Dalam hal Pemda meneruskan proses PBJ melewati tanggal tersebut, maka kewajiban pembayaran ke
pihak ketiga menjadi tanggung jawab APBD

Q #8: Bagaimana bila pemda baru menyelesaikan kontrak kegiatan penunjang saja sedangkan 
kontrak kegiatan fisik belum dilakukan, apakah DAK Fisik TA 2020 kan tetap disalurkan?

• Penyaluran kontrak-kontrak kegiatan penunjang sangat tergantung dari ketersediaan kontrak kegiatan 
fisiknya, sehingga apabila dalam satu subbidang DAK Fisik tidak terdapat kontrak fisik, maka tidak 
dilakukan penyaluran DAK Fisik.
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Q #9: Bagaimana kebijakan Pemerintah atas kegiatan-kegiatan DAK Fisik yang belum selesai 
proses pengadaannya setelah tanggal 27 Maret 2020? Apakah otomatis dianggarkan
dalam APBN TA 2021

• Pemerintah akan memilih secara selektif bidang dan kegiatan DAK Fisik TA 2020 yang
dihentikan proses pengadaan barang/jasa untuk diusulkan di carry over dalam pembahasan
APBN TA 2021 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

• Sedangkan untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan proses pengadaan
barang/jasanya tetap dapat dilanjutkan s.d tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diatur dalam
PMK 130/PMK.07/2019

• Pemilihan bidang dan kegiatan DAK Fisik untuk diusulkan carry over pada APBN 2021
disesuaikan dengan fokus pembangunan Rencana Kerja Pemerintah dan Resource Envelope


